Menimbang

Mengingat

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR  TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2." Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kota Cimahi.

1.

(1)

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari
rencana strategis:

a.

Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran
X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan



Menengah, dan Perindustrian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini;

Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini;

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini;

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini;

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan



(1)

(2)

aa.

bb.

CC.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

Kecamatan Cimahi Utara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
Kecamatan Cimahi Tengah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
Kecamatan Cimahi Selatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Isi dan uraian dokumen Renstra Perangkat Daerah
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.

bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar
hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika
penulisan;

bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu
Strategis Daerah, memuat gambaran pelayanan
perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis
perangkat daerah;

bab Il Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan, memuat tujuan, sasaran, strategi dan
arah kebijakan perangkat daerah;

bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan,
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,
memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian
subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan
pagu indikatif, uraian subkegiatan yang mendukung
program prioritas pembangunan daerah, target
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
perangkat daerah melalui IKU, serta terget kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
melalui IKK; dan

bab V Penutup, memuat kesimpulan penting
substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan
urusan pemerintah daerah.

Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertuang pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah.



Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Wali Kota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR



